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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku birokrasi 
dan kompetensi pegawai terhadap kualitas pelayanan administrasi 
kependudukan. Latar belakang penelitian ini adalah adanya 
permasalahan seperti lambatnya proses pelayanan dan kurangnya 
responsivitas aparatur yang menghambat pemenuhan hak sipil 
masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
kuantitatif dengan metode survei terhadap masyarakat pengguna 
layanan dokumen kependudukan. Teknik analisis data menggunakan 
Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) 
melalui aplikasi SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perilaku birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 
pelayanan dengan nilai koefisien jalur 0,643 dan T-statistics 12,035. 
Demikian pula, kompetensi pegawai terbukti berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas pelayanan dengan koefisien jalur 0,710 dan 
T-statistics 12,221. Secara simultan, kedua variabel tersebut memberikan 
kontribusi sebesar 79,8% terhadap variasi kualitas pelayanan (R-square 
0,798). Model penelitian ini dinyatakan memiliki kecocokan yang sangat 
baik (perfect fit) dengan nilai SRMR sebesar 0,040. Kesimpulannya, 
penguatan etika perilaku dan pengembangan kapasitas kompetensi 
aparatur merupakan kunci utama dalam meningkatkan profesionalisme 
pelayanan publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 
(good governance). 
Kata Kunci: Perilaku Birokrasi, Kompetensi Pegawai, Kualitas Pelayanan, 
Administrasi Kependudukan. 

ABSTRACT  
This research aims to analyze the impact of bureaucratic behavior and employee 
competence on the quality of population administration services. The study is 
prompted by prevalent issues in public service delivery, such as administrative 
delays and a lack of responsiveness, which impede the fulfillment of citizens' 
civil rights. Utilizing a quantitative approach, data were collected through 
surveys and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) based on 
Partial Least Squares (PLS) via SmartPLS 4.0. The statistical results 
demonstrate that bureaucratic behavior exerts a positive and significant 
influence on service quality (path coefficient = 0.643; T-statistic = 12.035; p = 
0.000). Similarly, employee competence significantly enhances service quality 
(path coefficient = 0.710; T-statistic = 12.221; p = 0.000). Collectively, these 
variables account for 79.8% of the variance in service quality (R² = 0.798). The 
model demonstrates a perfect fit, as evidenced by a Standardized Root Mean 
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Square Residual (SRMR) value of 0.040. The study concludes that 
administrative excellence is fundamentally rooted in human capital. 
Strengthening behavioral ethics and developing technical competencies are 
essential strategies for fostering professional public services and achieving good 
governance. 
Keywords: Bureaucratic Behavior, Employee Competence, Service Quality, 
Population Administration. 
 

 
PENDAHULUAN  

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi 
kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks administrasi kependudukan, pelayanan yang 
berkualitas menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak sipil warga negara, 
seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen 
kependudukan lainnya (Malik, 2024). Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan 
berbagai permasalahan seperti lambatnya proses pelayanan, kurangnya responsivitas aparatur, 
serta prosedur yang berbelit-belit. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 
administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan (Malik, 2024; 
Solichah & Rodiyah, 2024). 

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kualitas pelayanan publik adalah perilaku 
birokrasi. Perilaku birokrasi mencerminkan bagaimana aparatur pemerintah menjalankan tugas 
dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat(D. Nugroho et al., 2023; 
Oktarina et al., 2021). Perilaku yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan akan 
mendorong terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien (Diana, 2022). Sebaliknya, perilaku 
birokrasi yang kaku, tidak transparan, dan kurang akuntabel dapat menurunkan kepercayaan 
masyarakat terhadap institusi pemerintah (Prasetyo, 2022). Oleh karena itu, perilaku birokrasi 
menjadi aspek penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang 
administrasi kependudukan (Ragani et al., 2023). 

Selain perilaku birokrasi, kompetensi pegawai juga menjadi faktor yang tidak kalah 
penting dalam memengaruhi kualitas pelayanan. Kompetensi pegawai mencakup pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya (Sitorus et 
al., 2024; Wulandari, 2022). Pegawai yang memiliki kompetensi tinggi cenderung mampu 
memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 
(Alkhawaldah et al., 2024). Sebaliknya, rendahnya kompetensi pegawai dapat menyebabkan 
kesalahan administrasi, keterlambatan pelayanan, serta ketidakpuasan masyarakat (Abdi, 2024). 
Dengan demikian, peningkatan kompetensi pegawai merupakan salah satu strategi yang efektif 
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perilaku birokrasi dan kompetensi 
pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Namun 
demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih mengkaji kedua variabel tersebut secara 
terpisah. Padahal, dalam praktiknya, perilaku birokrasi dan kompetensi pegawai merupakan 
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dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perilaku yang baik tanpa didukung 
oleh kompetensi yang memadai tidak akan menghasilkan pelayanan yang optimal, begitu pula 
sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji secara simultan pengaruh 
perilaku birokrasi dan kompetensi pegawai terhadap kualitas pelayanan administrasi 
kependudukan (Muchtar et al., 2023; D. Nugroho et al., 2023; Sasmito, 2022). 

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena masih adanya kesenjangan antara 
harapan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan kondisi pelayanan yang diberikan oleh 
aparatur pemerintah. Masyarakat mengharapkan pelayanan yang cepat, transparan, dan 
akuntabel, namun kenyataannya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat 
tercapainya pelayanan yang berkualitas. Dengan mengkaji pengaruh perilaku birokrasi dan 
kompetensi pegawai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih 
komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan administrasi 
kependudukan. 

Selain itu, penelitian ini juga memiliki kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, 
khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam 
meningkatkan profesionalisme aparatur, baik melalui pembinaan perilaku birokrasi maupun 
peningkatan kompetensi pegawai. Dengan demikian, pelayanan administrasi kependudukan 
dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu memenuhi harapan masyarakat. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
perilaku birokrasi dan kompetensi pegawai terhadap kualitas pelayanan administrasi 
kependudukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam 
pengembangan ilmu administrasi publik serta secara praktis dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat. 
 
LANDASAN TEORI  
Perilaku birokrasi 

Perilaku birokrasi merupakan pola tindakan dan sikap aparatur pemerintah dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik (Usnaidi & Purnama, 2022). Konsep ini 
berakar dari pemikiran klasik birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber, yang menekankan 
pentingnya rasionalitas, hierarki yang jelas, serta kepatuhan terhadap aturan dalam 
penyelenggaraan administrasi publik (Pujiastuti & Sumarni, 2023; Ragani et al., 2021). Dalam 
perkembangannya, perilaku birokrasi tidak hanya dipandang sebagai kepatuhan terhadap 
prosedur formal, tetapi juga mencakup dimensi responsivitas, akuntabilitas, dan orientasi 
pelayanan kepada masyarakat (Risalbi et al., 2021). 

Perilaku birokrasi yang baik ditandai dengan adanya profesionalisme, integritas, serta 
komitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal. Aparatur yang memiliki perilaku 
birokrasi positif cenderung mampu berinteraksi secara efektif dengan masyarakat, bersikap 
ramah, serta memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Sebaliknya, perilaku birokrasi yang 
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negatif, seperti sikap apatis, diskriminatif, dan kurang transparan, dapat menghambat proses 
pelayanan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah (Usnaidi & 
Purnama, 2022). 

Dalam perspektif administrasi publik modern, perilaku birokrasi juga dipengaruhi oleh 
paradigma New Public Service yang menempatkan masyarakat sebagai warga negara (citizen) 
yang harus dilayani, bukan sekadar pelanggan. Oleh karena itu, aparatur dituntut untuk lebih 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika 
lingkungan pelayanan (Kalalo et al., 2024). Dengan demikian, perilaku birokrasi memiliki peran 
yang sangat penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik, karena menjadi cerminan 
langsung dari kinerja aparatur di lapangan. 
Kompetensi pegawai 

Kompetensi pegawai merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu yang 
mencakup pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude) yang diperlukan 
untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien (Sutorto & Bastaman, 2024). Konsep 
kompetensi banyak dikembangkan dalam kajian manajemen sumber daya manusia, salah 
satunya oleh Spencer dan Spencer yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik 
dasar individu yang berhubungan dengan kinerja unggul dalam suatu pekerjaan (Sutrisno & 
Simangunsong, 2021). Dalam konteks sektor publik, kompetensi pegawai menjadi faktor kunci 
dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. 

Kompetensi pegawai tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam 
menjalankan tugas administratif, tetapi juga mencakup kemampuan interpersonal, komunikasi, 
serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Pegawai yang memiliki kompetensi tinggi 
akan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, akurat, dan sesuai dengan standar 
pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan 
kualitas pelayanan publik (Fitriyah, 2023). 

Sebaliknya, rendahnya kompetensi pegawai dapat menimbulkan berbagai permasalahan, 
seperti kesalahan dalam pengolahan data, lambatnya proses pelayanan, serta ketidakmampuan 
dalam memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat (Altonie et al., 2022). Oleh karena 
itu, peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan 
kapasitas menjadi sangat penting. Dalam perspektif good governance, kompetensi aparatur juga 
menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, 
transparan, dan akuntabel (Mufidah et al., 2023). Dengan demikian, kompetensi pegawai 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan. 
Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan pelayanan yang diberikan oleh suatu 
organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam konteks administrasi 
kependudukan, kualitas pelayanan berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam memberikan 
layanan yang cepat, tepat, akurat, serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Thokoa 
et al., 2022). Konsep kualitas pelayanan banyak merujuk pada model SERVQUAL yang 
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dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, yang meliputi lima dimensi utama, yaitu 
tangibles (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance 
(jaminan), dan empathy (empati) (Amponsah & Agyekum, 2021). 
Pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas ditandai dengan adanya kemudahan 
akses, kejelasan prosedur, ketepatan waktu, serta sikap ramah dari aparatur. Selain itu, 
transparansi dan akuntabilitas juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan 
publik (Ratnawati et al., 2023). Masyarakat sebagai pengguna layanan memiliki harapan yang 
tinggi terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga aparatur dituntut untuk 
mampu memenuhi ekspektasi tersebut secara optimal (Alhudhori & Syukry, 2021). 

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang 
memengaruhi kualitas pelayanan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya 
kompetensi pegawai, serta perilaku birokrasi yang kurang responsif. Oleh karena itu, 
peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur, tetapi juga 
pada faktor manusia sebagai pelaksana pelayanan (Rakasiwi, 2021). 
Pengembangan Hipotesis 
Pengaruh Perilaku Birokrasi terhadap Kualitas Pelayanan 

Perilaku birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas 
pelayanan publik, karena aparatur pemerintah merupakan aktor utama yang berinteraksi 
langsung dengan masyarakat (Yukiza & Sukmana, 2022). Perilaku birokrasi yang mencerminkan 
profesionalisme, responsivitas, dan orientasi pelayanan akan mendorong terciptanya pelayanan 
yang efektif dan efisien. Sebaliknya, perilaku yang kaku, tidak transparan, dan kurang responsif 
dapat menghambat proses pelayanan serta menurunkan kepuasan masyarakat (Latupeirissa et 
al., 2024). Dalam perspektif administrasi publik modern, aparatur dituntut untuk 
mengedepankan prinsip pelayanan prima, yaitu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan 
berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Arifin, 2023). 

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perilaku birokrasi memiliki 
pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Aparatur yang memiliki sikap ramah, 
komunikatif, dan bertanggung jawab cenderung mampu menciptakan pengalaman pelayanan 
yang positif bagi masyarakat (Putra, 2024; Wahyuni, 2023; Wahyuni & Husain, 2022). Hal ini 
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh sistem dan prosedur, tetapi 
juga oleh bagaimana aparatur menjalankan perannya dalam memberikan pelayanan. 

Dalam konteks administrasi kependudukan, perilaku birokrasi menjadi sangat penting 
karena pelayanan yang diberikan bersifat langsung dan menyangkut kebutuhan dasar 
masyarakat (Siregar & Ivanna, 2024). Oleh karena itu, semakin baik perilaku birokrasi yang 
ditunjukkan oleh aparatur, maka semakin tinggi pula kualitas pelayanan yang dirasakan oleh 
masyarakat 
Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan 

Kompetensi pegawai merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan 
penyelenggaraan pelayanan publik. Kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, 
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dan sikap kerja akan memengaruhi kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas secara 
efektif dan efisien (G. Nugroho et al., 2023)(Wulandari, 2022). Pegawai yang memiliki kompetensi 
tinggi cenderung mampu memahami prosedur kerja, menguasai teknologi pendukung, serta 
memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada masyarakat. Sebaliknya, rendahnya 
kompetensi dapat menyebabkan terjadinya kesalahan administratif, keterlambatan pelayanan, 
serta ketidakpuasan masyarakat (Iman & Puspita, 2022). 

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kompetensi pegawai memiliki 
hubungan yang erat dengan kualitas pelayanan publik. Aparatur yang kompeten tidak hanya 
mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai standar, tetapi juga mampu memberikan solusi atas 
permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini menjadi penting dalam pelayanan 
administrasi kependudukan yang menuntut ketepatan data dan kecepatan proses (Pasaribu & 
Sinaga, 2023; Rohmial, 2021; Wulandari, 2022). 

Selain itu, dalam perspektif good governance, kompetensi aparatur merupakan salah satu 
prasyarat utama dalam mewujudkan pelayanan yang profesional dan akuntabel. Oleh karena 
itu, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan menjadi strategi yang penting 
dalam meningkatkan kualitas pelayanan (Mufidah et al., 2023; Supriyatna & Djohara, 2023). 
Dengan demikian, semakin tinggi kompetensi pegawai, maka semakin baik pula kualitas 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka Penelitian 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk 
menganalisis pengaruh perilaku birokrasi dan kompetensi pegawai terhadap kualitas pelayanan 
administrasi kependudukan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan 
untuk menguji hipotesis serta menganalisis hubungan antar variabel secara objektif dan terukur 
(Rizky Maulana et al., 2025). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara 
langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah 
masyarakat yang pernah menerima pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan 
KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen lainnya. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

Perilaku Birokrasi 
(X1) 

Kompetensi 
(X2) 

Kualitas 
Pelayanan 

(Y) 
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purposive sampling, dengan kriteria responden yang telah mendapatkan pelayanan minimal 
satu kali dalam periode tertentu. 

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Joseph F. Hair Jr. 
yang menyatakan bahwa ukuran sampel dalam analisis Structural Equation Modeling berbasis 
Partial Least Squares (SEM-PLS) dapat ditentukan berdasarkan aturan “10 times rule”, yaitu 
jumlah sampel minimal adalah 10 kali dari jumlah indikator pada konstruk atau 10 kali jumlah 
jalur (path) terbesar yang mengarah pada suatu konstruk dalam model (Abu et al., 2021). 
Pengambilan data Kuantitatif melalui penyebaran kuesioner (Google Form) berbasis skala Likert 
5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju sampai 5 = Sangat Setuju).  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 
analisis Structural Equation Model (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) melalui aplikasi 
SmartPLS 4.0 (Maulana et al., 2025; Maulana Rizky et al.,2025). Metode ini digunakan untuk 
menganalisis pengaruh Perilaku Birokrasi dan Kompetensi terhadap Kualitas Pelayanan. Dalam 
SEM-PLS, analisis dilakukan melalui dua model, yaitu outer model dan inner model. Outer 
model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator. Validitas diukur melalui 
convergent validity (loading factor > 0,7) dan discriminant validity (AVE > 0,5). Reliabilitas 
dinilai dengan composite reliability dan Cronbach’s Alpha, dengan nilai > 0,7. Inner model 
digunakan untuk melihat hubungan antar variabel laten, melalui nilai path coefficient dan R-
Square (R²) untuk menilai kekuatan model. Kesesuaian model dilihat dari nilai Goodness of Fit, 
terutama SRMR, dengan kriteria < 0,10 (fit) dan < 0,08 (perfect fit). Kemudian pengujian hipotesis 
dilakukan dengan bootstrapping. Hipotesis diterima jika nilai t-statistik > 1,96 dan p-value < 0,05 
(Maulana et al., 2025). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam ranah analisis, model pengukuran (outer model) berfungsi untuk menilai tingkat 
validitas dan reliabilitas dari suatu model penelitian. Outer model juga berperan dalam 
menjelaskan keterkaitan antara setiap indikator dengan variabel laten yang diwakilinya. Dengan 
kata lain, model pengukuran digunakan untuk menguji kesesuaian instrumen melalui pengujian 
validitas maupun reliabilitas (Maulana Rizk et al., 2025; Setiadi et al., 2025). Pada penelitian ini, 
metode pengukuran yang digunakan yaitu Uji validitas dengan dua metode pengukuran, yaitu 
menggunakan validitas konvergen dan validitas diskriminan (Alareqe et al., 2022;Setiadi et al., 
2025). 

Konvergen validitas adalah salah satu kriteria esensial dalam pengujian analitis dengan 
SmartPLS (Carlos Rodr ́Igue et al., 2024;Setiadi, 2026). Evaluasi validitas konvergen pada 
SmartPLS dengan pendekatan indikator reflektif dilakukan melalui pengujian faktor loading. 
Faktor loading menggambarkan tingkat korelasi antara skor pada item atau indikator tertentu 
dengan skor keseluruhan konstruk, sehingga menunjukkan sejauh mana indikator tersebut 
mampu merepresentasikan konstruk yang diukur. Sebagai pedoman umum, nilai loading faktor 
yang dianggap memadai adalah di atas 0,70 untuk penelitian konfirmatori, sedangkan nilai di 
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atas 0,60 masih dapat diterima dalam penelitian eksploratori. Dalam penelitian ini digunakan 
kriteria loading factor lebih besar dari 0,70. Selain itu, validitas konvergen juga dapat dievaluasi 
melalui nilai Average Variance Extracted (AVE), dengan ketentuan bahwa nilai AVE harus lebih 
dari 0,50. Adapun gambaran hubungan kausalitas antar konstruk beserta nilai loading faktor 
masing-masing indikator ditampilkan pada Gambar 2 : 

 

 
Gambar 2. Outer Model 

Sumber: diolah SMART PLS4 (2025) 
 

Gambar 2 menunjukkan validitas konvergen yang diperoleh melalui pengolahan data 
menggunakan perangkat lunak PLS. Evaluasi dilakukan dengan melihat nilai loading factor pada 
setiap indikator konstruk. Suatu konstruk dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila 
loading factor lebih dari 0,70 dan nilai AVE melebihi 0,5. Adapun hasil pengujian yang diperoleh 
adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Loading Faktor Akhir 

 
Variabel (Simbol) Indikator Loading Factor Note 

 

Perilaku Birokrasi 
(X1) 

X1.1 0.950 Valid 
X1.2 0.928 Valid 
X1.3 0.950 Valid 
X1.4 0.930 Valid 
X1.5 0.942 Valid 
X1.6 0.945 Valid 

 X1.7 0.936 Valid 
 X1.8 0.966 Valid 

Kompetensi X2.1 0.942 Valid 
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Sumber : Data diolah Peneliti (2025) 
 

Tabel   1, informasi   tentang   hasil Loading   Factor   pada   setiap   variabel   manifest 
menunjukkan  bahwa  semua  indikator  terhadap  variabel  laten  memiliki  nilai  lebih  dari  0,70, 
sehingga indikator tersebut dinyatakan valid. 

Tabel 2. Nilai AVE 
Variabel  Nilai AVE 

Perilaku Birokrasi 0.894 
Kompetensi 0.856 
Kualitas Pelayanan 0.890 

    Sumber : Data diolah Peneliti (2025) 
 

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa setiap variabel penelitian memiliki nilai 
Average Variance Extracted (AVE) yang melampaui batas minimum yang telah ditetapkan, 
yakni sebesar 0,5. Dengan tercapainya nilai tersebut, maka seluruh variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid dalam menggambarkan atau merepresentasikan 
variabel laten yang diukur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa indikator-indikator atau variabel 
manifest yang digunakan telah memiliki kemampuan yang memadai dalam menjelaskan 
konstruk yang dituju. Dengan kata lain, pemakaian variabel manifest dalam model penelitian 
telah sesuai dengan standar pengujian validitas konvergen karena telah memenuhi persyaratan 
nilai AVE yang dipersyaratkan. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa hubungan antara 
indikator dengan konstruk yang diwakilinya dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai 
dasar analisis lebih lanjut. 
1) Discriminant Validity 

Validitas diskriminan dapat diuji melalui Cross Loading Factor dan perbandingan nilai AVE 
dengan korelasi antar variabel laten. Jika indikator lebih berkorelasi dengan konstruk utamanya 

 (X2) X2.2 0.943 Valid 
X2.3 0.950 Valid 
X2.4 0.949 Valid 
X2.5 0.939 Valid 
X2.6 0.932 Valid 

 X2.7 0.947 Valid 
 X2.8 0.959 Valid 

Kualitas Pelayanan 
(Y) 

Y1 0.917 Valid 
Y2 0.918 Valid 
Y3 0.936 Valid 
Y4 0.943 Valid 
Y5 0.922 Valid 
Y6 0.937 Valid 
Y7 0.891 Valid 
Y8 0.936 Valid 
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dibandingkan dengan konstruk lain, maka validitas diskriminan dianggap terpenuhi. Hasil Cross 
Loading disajikan sebagai berikut: 

Tabel 3. Cross Loading Factor 

Indikator Perilaku Birokrasi 
(X1) 

Kompetensi 
(X2) 

Kualitas 
Pelayanan 

(Y) 
X1.1 0.950 0.929 0.937 
X1.2 0.928 0.891 0.889 
X1.3 0.950 0.885 0.885 
X1.4 0.930 0.865 0.855 
X1.5 0.942 0.865 0.874 
X1.6 0.945 0.891 0.872 
X1.7 0.936 0.862 0.901 
X1.8 0.966 0.885 0.876 
X2.1 0.925 0.942 0.923 
X2.2 0.875 0.943 0.850 
X2.3 0.896 0.950 0.893 
X2.4 0.861 0.949 0.852 
X2.5 0.884 0.939 0.897 
X2.6 0.890 0.932 0.879 
X2.7 0.934 0.947 0.948 
X2.8 0.875 0.959 0.883 
Y1 0.902 0.942 0.917 
Y2 0.887 0.874 0.918 
Y3 0.933 0.932 0.936 
Y4 0.840 0.802 0.943 
Y5 0.836 0.847 0.922 
Y6 0.885 0.894 0.937 
Y7 0.879 0.875 0.891 
Y8 0.837 0.912 0.936 

         Sumber : Data diolah Peneliti (2025) 

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Cross Loading Factor memperlihatkan adanya korelasi 
yang lebih tinggi antara masing-masing konstruk laten dengan indikator yang bersesuaian 
dibandingkan dengan konstruk lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator 
yang digunakan telah memenuhi kriteria yang layak untuk mengukur variabel laten. 
1. Uji Reliabilitas 

Composite  Reliability  (CR) danCronbach's  Alpha  (CA) merupakan  dua  cara  yang  dapat 
digunakan untuk mengukur reliabilitas Partial Least Square (PLS): 

Tabel 4. CA dan CR 
Variabel CA CR Kesimpulan 

Perilaku Birokrasi 0.983 0.984 Reliabel 
Kompetensi 0.976 0.977 Reliabel 
Kualitas Pelayanan 0.982 0.983 Reliabel 

             Sumber : Data diolah Peneliti (2025) 
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Hasil pengujian menunjukkan bahwa data yang digunakan bersifat reliabel, artinya 
seluruh indikator memiliki konsistensi dalam mengukur setiap variabel. Hal ini ditunjukkan oleh 
nilai Composite Reliability (CR) yang melebihi 0,7 serta nilai Cronbach’s Alpha (CA) yang berada 
di atas 0,6. Sementara itu, pengujian terhadap Model Struktural (Inner Model) dilakukan untuk 
menilai hubungan antar variabel laten. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat nilai koefisien jalur 
guna menentukan apakah pengaruh yang muncul signifikan atau tidak, dengan menggunakan 
teknik bootstrapping. 

Tabel 5. Hasil R Square 
Variabel R-square R-square adjusted 

Semangat Kerja 0.798 0.794 
    Sumber : Data diolah Peneliti (2025) 
 

R-square dihitung pada variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai R-
square untuk Keberlanjutan Bisnis sebesar 0,798, yang berarti Perilaku Birokrasi dan Kompetensi 
memberikan kontribusi sebesar 79,8% terhadap variabel tersebut. Artinya bahwa model 
penelitian memiliki kemampuan prediksi yang kuat, sehingga variabel-variabel yang diteliti 
berperan signifikan dalam memengaruhi kualitas pelayanan, sedangkan sisanya dipengaruhi 
oleh faktor lain di luar model. 

Selanjutnya, Penilaian Goodness of fit (GoF), kriteria goodness of fit model jika nilai 
SRMR < 0,10 dan model dinyatakan perfect fit jika nilai SRMR < 0,08. Ini menunjukkan bahwa 
model tersebut dapat diterima dan berfungsi dengan baik dalam menggambarkan hubungan 
dalam data yang digunakan. yang berarti bahwa model tersebut sangat baik dalam mencocokkan 
data tanpa banyak residual yang berarti (Imtihansyah et al., 2024; Legate et al., 2023; 
Mafriningsianti & Setiadi, 2025). 
 

Tabel 6. Q-Square 
Variabel Saturated model  Estimated model  
SRMR  0.040 0.040 

   Sumber : Data diolah Peneliti (2025) 
 

Berdasarkan hasil analisis Goodness of Fit (GoF), nilai SRMR (Standardized Root Mean 
Square Residual) yang diperoleh sebesar 0,040. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki 
kecocokan yang sangat baik, karena sesuai dengan kriteria penerimaan di mana SRMR ≤ 0,08 
dianggap baik dan SRMR ≤ 0,05 dikategorikan sangat baik. Dengan demikian, hasil ini 
mengindikasikan bahwa perbedaan antara matriks kovarian yang diobservasi dengan matriks 
kovarian yang diprediksi oleh model sangat kecil. Artinya, model yang digunakan dalam 
penelitian ini dapat dipercaya dan dinilai sesuai dalam menjelaskan hubungan antar variabel, 
yakni perilaku birokrasi, kompetensi, dan kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa 
perbedaan antara data aktual dengan data yang diprediksi model sangat kecil, sehingga model 
yang digunakan sudah sesuai untuk menjelaskan hubungan antar variabel. 
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2. Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis dilakukan setelah data memenuhi kriteria pengukuran dengan 

menggunakan metode bootstrapping pada Smart PLS4. Teknik ini tidak memerlukan asumsi 
distribusi normal maupun jumlah sampel besar (Setiadi et al., 2025;Xu et al., 2023). Pengujian 
dilakukan melalui analisis nilai koefisien jalur, t-value, dan p-value untuk menilai pengaruh 
antarvariabel, serta koefisien parameter yang menunjukkan tingkat signifikansi masing-masing 
variabel. 

 
Tabel 6. Uji Signifikan Jalur (Path) 

Hubungan Original 
sample (O)  

T statistics 
(|O/STDEV|)  P values  

Perilaku Birokrasi -> Kualitas Pelayanan  0.643  12.035  0.000  
Kompetensi -> Kualitas Pelayanan  0.710  12.221  0.000  

   Sumber : Data diolah Peneliti (2025) 
 

Peneliti  menerapkan  tingkat  kepercayaan  sebesar  95%.  Untuk  hipotesis  dua  arah,  nilai Path  
Coefficient yang  diindikasikan  oleh  nilai  t-statistik  harus  melebihi 1,96.  Berdasarkan Path 
Coefficient dan t-statistik, serta tabel yang tersedia, dapat disimpulkan pengaruh langsung 
sebagai berikut: 
Pengaruh Perilaku Birokrasi terhadap Kualitas Pelayanan (H1) 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur sebesar 0,643, yang berarti 
perilaku birokrasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan. Ini menunjukkan bahwa 
semakin baik perilaku birokrasi yang ditunjukkan oleh aparatur, maka kualitas pelayanan yang 
dirasakan oleh masyarakat juga akan meningkat. Nilai T-statistics sebesar 12,035 yang lebih besar 
dari 1,96, serta nilai P-values sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, menandakan bahwa 
pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis kesatu (H1) diterima. 
Temuan ini mendukung argumen dalam pengembangan hipotesis yang menyatakan bahwa 
birokrasi adalah aktor utama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hasil ini juga 
sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Putra (2024) serta Wahyuni & Husain (2022), yang 
menekankan bahwa aparatur yang menunjukkan sikap ramah, komunikatif, dan bertanggung 
jawab akan menciptakan pengalaman pelayanan yang positif. Dalam konteks administrasi 
kependudukan, temuan ini mengonfirmasi teori Siregar & Ivanna (2024) bahwa perilaku 
birokrasi yang baik sangat krusial karena jenis pelayanan ini bersifat langsung dan menyangkut 
kebutuhan dasar warga negara. 
Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Pelayanan (H2) 

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai koefisien jalur (original sample) sebesar 0,710, 
yang menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan. 
Artinya, semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur, maka semakin meningkat pula kualitas 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Nilai T-statistics sebesar 12,221 yang jauh lebih 
besar dari batas kritis (1,96 pada α = 0,05), serta nilai P-values sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 
0,05, menunjukkan bahwa pengaruh tersebut bersifat signifikan secara statistik. Dengan 
demikian, hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil penelitian ini secara empiris memperkuat teori 
yang menempatkan kompetensi sebagai faktor kunci keberhasilan pelayanan publik. Temuan ini 
mendukung penelitian terdahulu dari G. Nugroho et al. (2023) dan Wulandari (2022), yang 
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menyatakan bahwa pegawai dengan pengetahuan dan keterampilan tinggi mampu memahami 
prosedur kerja serta menguasai teknologi pendukung untuk memberikan pelayanan yang cepat 
dan akurat. Selain itu, hasil ini searah dengan pandangan Pasaribu & Sinaga (2023) bahwa 
aparatur yang kompeten mampu memberikan solusi atas permasalahan masyarakat, yang sangat 
penting dalam akurasi data kependudukan. Secara lebih luas, hasil ini mengonfirmasi prinsip 
good governance yang dipelajari oleh Mufidah et al. (2023), di mana kompetensi merupakan 
prasyarat utama pelayanan profesional dan akuntabel. 
 
PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perilaku birokrasi memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas pelayanan. Temuan ini memberikan dukungan empiris terhadap 
argumen Yukiza & Sukmana (2022) yang menempatkan aparatur pemerintah sebagai aktor 
utama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hasil ini juga memperkuat temuan Putra 
(2024), Wahyuni (2023), serta Wahyuni & Husain (2022) yang menyatakan bahwa sikap ramah, 
komunikatif, dan bertanggung jawab dari aparatur secara konsisten mampu menciptakan 
pengalaman pelayanan yang positif bagi warga. 

Lebih lanjut, temuan ini sangat relevan dengan konteks administrasi kependudukan yang 
bersifat pelayanan dasar. Sejalan dengan perspektif Siregar & Ivanna (2024), perilaku birokrasi 
yang positif menjadi sangat krusial karena jenis pelayanan ini menyangkut kebutuhan sipil yang 
mendasar. Dengan demikian, penelitian ini mendukung prinsip pelayanan prima yang 
dikemukakan oleh Arifin (2023), di mana aparatur dituntut untuk selalu berorientasi pada 
kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. 
Kompetensi Pegawai sebagai Penggerak Kualitas Pelayanan 

Terkait dengan kompetensi pegawai, hasil penelitian ini membuktikan adanya pengaruh 
positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan, yang sekaligus memvalidasi teori dari G. 
Nugroho et al. (2023) dan Wulandari (2022) bahwa integrasi pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap kerja adalah penentu efektivitas tugas. Pegawai yang memiliki kompetensi tinggi terbukti 
mampu memahami prosedur kerja dan menguasai teknologi pendukung, sehingga keluhan 
masyarakat mengenai keterlambatan dapat diminimalisir. 

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Pasaribu & Sinaga (2023) serta Rohmial (2021) 
yang menekankan bahwa aparatur berkompeten tidak hanya bekerja sesuai standar, tetapi juga 
mampu memberikan solusi atas permasalahan teknis yang dihadapi masyarakat, terutama dalam 
menjaga ketepatan data kependudukan. Selain itu, hasil ini mendukung kerangka kerja good 
governance yang dipelajari oleh Mufidah et al. (2023) dan Supriyatna & Djohara (2023), di mana 
peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan menjadi strategi vital untuk 
mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menjawab saran dari Muchtar et al. (2023), D. 
Nugroho et al. (2023), dan Sasmito (2022) untuk mengkaji kedua variabel ini secara bersamaan. 
Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan sangat 
bergantung pada faktor manusia sebagai pelaksana. Sebagaimana yang disinggung dalam 
pengembangan hipotesis, perilaku yang baik tanpa kompetensi teknis, maupun sebaliknya, tidak 
akan menghasilkan performa pelayanan yang optimal. Sinergi antara perilaku birokrasi yang 
responsif dan kompetensi pegawai yang mumpuni menjadi kunci utama dalam memenuhi 
ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel 
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KESIMPULAN  
Kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada dasarnya sangat ditentukan oleh 

faktor manusia sebagai pelaksana utama, yakni aparatur pemerintah. Dalam praktiknya, 
perilaku birokrasi dan kompetensi pegawai terbukti menjadi dua faktor kunci yang secara 
simultan memengaruhi tingkat kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Keduanya 
memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana perilaku aparatur yang baik perlu 
didukung oleh kemampuan teknis yang memadai agar proses pelayanan dapat berjalan secara 
optimal. Tanpa adanya keseimbangan antara sikap profesional dan kecakapan kerja, pelayanan 
publik cenderung tidak efektif dan kurang memenuhi harapan masyarakat. 

Perilaku birokrasi memiliki peran yang sangat penting karena aparatur merupakan aktor 
yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Sikap yang 
profesional, ramah, responsif, serta komunikatif menjadi faktor penentu dalam menciptakan 
pengalaman pelayanan yang positif. Aparatur yang mampu menunjukkan etika pelayanan yang 
baik akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. 
Sebaliknya, perilaku yang kaku, kurang transparan, atau tidak responsif dapat menghambat 
proses pelayanan serta menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja birokrasi. 

Di sisi lain, kompetensi pegawai juga memegang peranan vital dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan. Kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja 
memungkinkan aparatur untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Pegawai yang 
kompeten cenderung mampu memahami prosedur kerja dengan baik, mengoperasikan 
teknologi pendukung pelayanan, serta meminimalisasi kesalahan administratif. Selain itu, 
mereka juga lebih adaptif dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul di lapangan 
dan mampu memberikan solusi yang tepat kepada masyarakat, sehingga pelayanan menjadi 
lebih cepat, akurat, dan berkualitas. 

Lebih lanjut, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara parsial, 
melainkan memerlukan sinergi antara pembinaan perilaku dan pengembangan kompetensi 
aparatur. Kedua aspek ini harus berjalan beriringan untuk mewujudkan birokrasi yang 
profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan 
paradigma pelayanan publik modern yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama 
yang harus dilayani secara optimal, bukan sekadar objek administrasi. 

Sebagai implikasi praktis, pemerintah daerah perlu terus melakukan evaluasi dan 
merumuskan kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia 
aparatur. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan etika dan perilaku kerja, serta 
penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Dengan 
demikian, target penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dapat tercapai 
melalui pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan 
masyarakat. 
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